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Kegiatan Pembangunan Ekonomi Jangan Sampai Mengubah Fungsi 

Kawasan Hutan 

 

Sumber: madaniberkelanjutan.id 

Bengkulu -- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan bahwa kegiatan pengelolaan 

sumber daya hutan jangan sampai mengubah fungsi kawasan hutan itu sendiri. 

Dikatakan Gubernur Rohidin, terdapat beberapa point penting dalam pengelolaan sumber daya 

hutan yang terintegrasi yang harus jadi perhatian bersama. 

Pertama, yaitu integrasi kewilayahan yang perlu dibangun. Kedua, integrasi pemanfaatan hutan. 

Ketiga, integrasi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan keempat integrasi kelembagaan 

terkait, mulai dari tingkat bawah hingga ke tingkat pusat. 
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Catatan Berita 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Pasal 2 

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, 

keterbukaan, dan keterpaduan. 

Penjelasan atas Pasal 2 

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan 

penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, 

sosial dan budaya, serta ekonomi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan 

keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan 

kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat 

meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang 

pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, 

oligopoli, dan oligopsoni. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan 

agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling 

keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN 

atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan 

koperasi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan 

penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi 

masyarakat. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap 

penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan 

nasional sektor lain dan masyarakat setempat. 

Pasal 3 

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang 

berkeadilan dan berkelanjutan dengan:  

a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;  



Catatan Berita | Subbagian Hukum, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 3 

b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan 

fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang 

seimbang dan lestari;  

c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;  

d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat 

secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu 

menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan 

eksternal; dan  

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

Pengelolaan hutan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan adalah sebagai berikut. 

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;  

b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;  

c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan  

d. perlindungan hutan dan konservasi alam. 

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan 

memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, 

pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, 

meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan; dan dana 

investasi pelestarian hutan. 

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya 

perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh 

perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam 

pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat 

dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang 

berhubungan dengan pengelolaan hutan. 


